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ABSTRAK 

Pendahuluan: Kredensial merupakan mekanisme 

hukum-administratif yang menjadi prasyarat 

penetapan kewenangan klinis bagi tenaga medis dan 

tenaga kesehatan sebelum memberikan pelayanan 

kesehatan perseorangan, termasuk di Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan klinik 

sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan mengubah secara 

struktural penyelenggaraan kredensial di Puskesmas 

dan klinik, dari kewenangan tim internal fasilitas 

menjadi kewenangan Tim Ad hoc Kredensial yang 

dibentuk oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual  
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(conceptual approach), menganalisis bahan hukum 

primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, didukung bahan 

hukum sekunder berupa literatur akademik nasional 

dan internasional yang diperoleh melalui basis data 

Consensus. 

Hasil Penelitian: Permenkes 13/2025 menempatkan 

kewenangan kredensial di Puskesmas, klinik, dan 

balai kesehatan pada Tim Ad hoc Kredensial dinas 

kesehatan kabupaten/kota (Pasal 178), berbeda dari 

mekanisme kredensial di rumah sakit yang tetap 

berada pada Tim Ad hoc Kredensial internal fasilitas 

(Pasal 176-177). Pergeseran kewenangan ini 

menimbulkan implikasi hukum terhadap 

independensi penilaian, akuntabilitas administratif, 

dan kepastian hukum kewenangan klinis tenaga 

medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 

Diskusi: Sentralisasi kredensial pada dinas 

kesehatan kabupaten/kota berpotensi memperkuat 

objektivitas dan mengurangi konflik kepentingan 

dibandingkan model kredensial internal, namun juga 

menimbulkan risiko birokratisasi, disparitas 

kapasitas kelembagaan antardaerah, dan kekosongan 

norma mengenai jangka waktu maksimal proses 

kredensial yang dapat berimplikasi pada 

keterlambatan pelayanan kesehatan. 

Kesimpulan: Permenkes 13/2025 memberikan 

landasan hukum baru bagi kredensial di Puskesmas 

dan klinik yang lebih terstandardisasi secara 

nasional, namun implementasinya memerlukan  
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penguatan kapasitas dinas kesehatan kabupaten/kota 

serta pengaturan teknis lanjutan mengenai jangka 

waktu dan mekanisme keberatan. 

Kata Kunci: kredensial; tenaga medis; Puskesmas; 

klinik; kewenangan klinis 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Sistem pelayanan kesehatan nasional menempatkan Puskesmas dan klinik sebagai garda 

terdepan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersentuhan langsung dengan mayoritas 

masyarakat Indonesia. Mutu pelayanan pada fasilitas tersebut sangat bergantung pada kompetensi 

dan kewenangan klinis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di dalamnya, sehingga 

verifikasi kompetensi melalui proses kredensial menjadi prasyarat hukum sekaligus etik sebelum 

kewenangan klinis diberikan. Kajian evaluatif atas pelaksanaan kredensial di Puskesmas Kota Depok 

menegaskan bahwa kredensial berperan sebagai instrumen strategis penjaminan mutu pelayanan 

sekaligus penguatan tata kelola sumber daya manusia kesehatan, karena melalui verifikasi dokumen, 

asesmen kompetensi, dan penetapan kewenangan klinis, kredensial memastikan tenaga kesehatan 

berpraktik sesuai kapasitas profesionalnya. 4 

   Secara konseptual, credentialing berakar dari doktrin hospital corporate liability yang 

meletakkan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengawasi kompetensi staf medisnya 

melalui kredensial dan pemberian kewenangan klinis (privileging), sekalipun staf medis tersebut 

tidak berstatus sebagai pegawai fasilitas. Doktrin ini kemudian menjadi rujukan universal bagi 

pembentukan sistem kredensial di berbagai yurisdiksi, sebagaimana tercermin pula dalam kajian 

mengenai peran medical staff bylaws dalam tata kelola bersama (shared governance) antara staf medis 

dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. 9,10 

   Di Indonesia, kerangka hukum kredensial mengalami transformasi signifikan 

pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian 

dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Sebagai peraturan 

pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, Kementerian Kesehatan 

menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan, yang diundangkan pada 3 November 2025 dan mencabut lebih dari dua puluh 

peraturan menteri kesehatan sebelumnya yang mengatur secara parsial pendayagunaan tenaga 

kesehatan, termasuk ketentuan kredensial. Permenkes 13/2025 secara khusus mengatur kewenangan 

klinis dalam Pasal 176 hingga Pasal 184, di mana Pasal 178 menetapkan bahwa bagi tenaga medis 
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dan tenaga kesehatan yang berpraktik di Puskesmas, klinik, dan balai kesehatan, kredensial 

diselenggarakan oleh Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota, berbeda dari 

mekanisme kredensial di rumah sakit yang tetap diselenggarakan oleh tim ad hoc internal rumah sakit 

sebagaimana diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 177. 1,2,3 

   Pergeseran locus kewenangan kredensial dari internal fasilitas ke otoritas eksternal dinas 

kesehatan kabupaten/kota merupakan perubahan paradigmatik yang signifikan secara yuridis, karena 

berimplikasi terhadap tanggung jawab hukum, independensi penilai, serta hubungan hukum antara 

Puskesmas/klinik dengan pemerintah daerah. Kajian empiris terhadap pelaksanaan kredensial tenaga 

kesehatan keperawatan di Puskesmas Kota Depok menunjukkan bahwa implementasi kredensial di 

lapangan masih menghadapi kendala struktural, antara lain pemahaman yang belum merata mengenai 

kewenangan klinis, minimnya observasi langsung, dan lemahnya mekanisme umpan balik, meskipun 

secara prosedural kredensial telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Kajian pustaka lain terhadap 

implementasi kredensial tenaga kesehatan profesional di rumah sakit turut mengonfirmasi bahwa 

digitalisasi sistem kredensial dan penerapan verifikasi sumber primer (primary source verification) 

secara signifikan meningkatkan akurasi verifikasi kompetensi, sementara resistensi terhadap 

rekredensial dan keterbatasan sumber daya di wilayah terpencil tetap menjadi hambatan utama. 4,5 

   Urgensi kajian yuridis atas ketentuan kredensial dalam Permenkes 13/2025 semakin nyata 

mengingat kredensial bukan sekadar prosedur administratif, melainkan landasan hukum bagi legalitas 

tindakan medis yang berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi 

kelalaian medis. Kajian tentang tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian medis 

pascaberlakunya UU 17/2023 menegaskan bahwa kewajiban pengawasan terhadap kompetensi 

tenaga medis melalui kredensial menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas berlapis yang 

memadukan tanggung jawab individual tenaga medis dengan tanggung jawab institusional fasilitas 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud melakukan tinjauan yuridis normatif 

secara komprehensif terhadap pengaturan kredensial tenaga medis pada Puskesmas dan klinik dalam 

Permenkes 13/2025, guna mengidentifikasi implikasi hukum, kesenjangan norma, serta rekomendasi 

penguatan regulasi. 14 

B. Tujuan Penelitian 
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   Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konstruksi hukum kredensial tenaga medis pada 

Puskesmas dan klinik dalam Permenkes 13/2025; (2) mengidentifikasi implikasi yuridis dari 

pergeseran kewenangan kredensial dari fasilitas kesehatan internal kepada Tim Ad hoc Kredensial 

dinas kesehatan kabupaten/kota; dan (3) merumuskan rekomendasi penguatan norma hukum guna 

menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kredensial di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat pertama. 

C. Manfaat Penelitian 

   Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum kesehatan, 

khususnya pada aspek pengaturan sumber daya manusia kesehatan dan tata kelola klinis. Secara 

praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Kesehatan, dinas 

kesehatan kabupaten/kota, serta pimpinan Puskesmas dan klinik dalam mengimplementasikan 

ketentuan kredensial secara tepat, akuntabel, dan berkepastian hukum. 

D. Hipotesis 

   Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa pergeseran kewenangan kredensial tenaga medis 

di Puskesmas dan klinik kepada Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota dalam 

Permenkes 13/2025 secara normatif memperkuat objektivitas dan standardisasi nasional proses 

kredensial, namun belum diikuti dengan pengaturan teknis yang memadai mengenai jangka waktu, 

mekanisme keberatan, dan penguatan kapasitas kelembagaan, sehingga berpotensi menimbulkan 

disparitas implementasi antardaerah serta ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. 

E. Research Gap 

   Kajian-kajian terdahulu mengenai kredensial umumnya berfokus pada tataran rumah sakit 

dan doktrin hospital corporate liability, atau pada evaluasi implementasi kredensial di Puskesmas dari 

perspektif manajemen kesehatan masyarakat tanpa menyentuh aspek yuridis normatif atas perubahan 

kewenangan penyelenggara kredensial. Kajian tinjauan sistematis atas regulasi dan kredensial tenaga 

kesehatan masyarakat secara internasional pun menunjukkan variasi model kredensial yang luas, 

tanpa satu model yang secara universal dianggap unggul, sehingga menegaskan pentingnya kajian 

kontekstual terhadap model kredensial di setiap yurisdiksi. Sepanjang penelusuran penulis, belum 

terdapat kajian yuridis normatif yang secara khusus menganalisis konstruksi hukum kredensial pada 
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Puskesmas dan klinik pascaberlakunya Permenkes 13/2025, sehingga penelitian ini mengisi 

kekosongan tersebut. 9,10,4,6 

F. Novelty 

   Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif atas pergeseran locus 

kewenangan kredensial dari fasilitas kesehatan tingkat pertama secara internal kepada otoritas 

eksternal berupa Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan Permenkes 

13/2025, sebuah desain kelembagaan yang belum pernah dikaji dalam literatur hukum kesehatan 

Indonesia sebelumnya, mengingat regulasi ini baru diundangkan pada bulan November 2025. 

METODE PENELITIAN 

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (legal doctrinal research) yang 

mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in the books), dengan menggunakan tiga pendekatan, 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah keterkaitan antara Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis 

konsep kredensial, kewenangan klinis, dan hospital corporate liability sebagaimana berkembang 

dalam doktrin hukum kesehatan; serta pendekatan komparatif (comparative approach) terhadap 

praktik kredensial di berbagai yurisdiksi sebagaimana terungkap dalam literatur internasional. Bahan 

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan; bahan hukum sekunder 

meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diperoleh melalui basis data akademik 

Consensus, mencakup studi normatif hukum kesehatan Indonesia maupun studi empiris internasional 

mengenai credentialing dan clinical privileging. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif 

dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna mengidentifikasi makna 

norma, keterkaitan antarnorma, dan tujuan pembentukan norma kredensial dalam Permenkes 

13/2025. 9 

HASIL PENELITIAN 

A. Konstruksi Norma Kredensial dalam Permenkes 13/2025 

   Permenkes 13/2025 mengatur kewenangan klinis dalam bab tersendiri pada Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 184, yang secara tegas membedakan mekanisme kredensial berdasarkan jenis fasilitas 
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pelayanan kesehatan. Untuk rumah sakit, kredensial diselenggarakan oleh Tim Ad hoc Kredensial 

yang bersifat independen dan wajib bebas dari konflik kepentingan (Pasal 177 ayat (3)), dengan hasil 

kerja berupa rekomendasi kewenangan klinis yang disampaikan kepada pimpinan rumah sakit (Pasal 

177 ayat (4)), yang memiliki kewenangan penuh menetapkan kewenangan klinis dengan 

mempertimbangkan rekomendasi tersebut (Pasal 177 ayat (5)). Sebaliknya, bagi tenaga medis dan 

tenaga kesehatan yang berpraktik di Puskesmas, klinik, dan balai kesehatan, kredensial 

diselenggarakan oleh Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota (Pasal 178 ayat (1)), 

yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota (Pasal 178 ayat (2)) dan terdiri atas unsur 

dinas kesehatan, tenaga dengan disiplin ilmu serumpun, serta tenaga dengan kompetensi beririsan 

(Pasal 178 ayat (3)); rekomendasi kewenangan klinis kemudian diberikan kepada pimpinan fasilitas 

pelayanan kesehatan terkait, yang menetapkan kewenangan klinis secara penuh (Pasal 178 ayat (4) 

dan (5)). 3 

   Ketentuan Pasal 305 Permenkes 13/2025 mengatur masa transisi, yang mewajibkan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota menyesuaikan penyelenggaraan kredensial 

dan rekredensial dengan ketentuan baru dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak peraturan 

diundangkan, sementara selama standar profesi baru belum ditetapkan, kewenangan praktik tenaga 

kesehatan tetap mengacu pada peraturan menteri kesehatan sebelumnya yang mengatur 

praktik/pekerjaan masing-masing profesi. Ketentuan transisi ini menegaskan bahwa perubahan 

kewenangan penyelenggara kredensial di Puskesmas dan klinik bersifat segera berlaku, tanpa masa 

peralihan yang panjang bagi penguatan kapasitas kelembagaan dinas kesehatan kabupaten/kota. 3 

B. Implikasi terhadap Independensi dan Akuntabilitas Penilaian 

   Data hasil kajian evaluatif atas pelaksanaan kredensial keperawatan di Puskesmas Kota Depok 

menunjukkan bahwa proses kredensial, meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur formal, masih 

menyisakan kesenjangan pada aspek pemahaman kewenangan klinis di tingkat input, minimnya 

observasi langsung pada tahap proses, serta keterbatasan pengukuran kuantitatif dampak pada tahap 

produk. Temuan ini relevan untuk memprediksi tantangan implementasi Pasal 178 Permenkes 

13/2025, mengingat desain kelembagaan Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota 
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memindahkan beban kapasitas penilaian dari fasilitas kesehatan individual kepada birokrasi 

pemerintah daerah yang jumlah dan kompetensi asesornya sangat bervariasi antarwilayah. 4 

   Dari perspektif komparatif, kajian internasional mengenai regulasi dan kredensial tenaga 

kesehatan masyarakat menegaskan bahwa pendidikan berkelanjutan, mekanisme regulasi diri (self-

regulatory), dan pendekatan berbasis bukti merupakan karakteristik umum standar kinerja yang 

efektif, tanpa satu model kelembagaan tunggal yang secara universal terbukti unggul. Demikian pula, 

kajian tentang credentialing dan certification menegaskan bahwa kerangka kredensial yang 

diterapkan secara seragam memungkinkan tenaga kesehatan berpindah lintas wilayah geografis, 

sekaligus memberikan regulator dan pemberi kerja standar dan ekspektasi yang sama. Ketentuan 

Pasal 178 Permenkes 13/2025 yang menetapkan penyelenggaraan kredensial oleh dinas kesehatan 

kabupaten/kota konsisten dengan semangat standardisasi tersebut, namun implementasinya 

bergantung sepenuhnya pada kesiapan sumber daya manusia asesor di tingkat dinas kesehatan. 6,7 

C. Konsistensi dengan Doktrin Hospital Corporate Liability dan Tanggung Jawab Fasilitas 

Kesehatan 

   Doktrin hospital corporate liability menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan memikul 

tanggung jawab langsung untuk menjamin kompetensi staf medisnya melalui kredensial dan 

privileging, tanpa mengesampingkan tanggung jawab tersebut hanya karena staf medis tidak berstatus 

pegawai fasilitas. Dalam konteks Puskesmas dan klinik, pergeseran kewenangan kredensial kepada 

dinas kesehatan kabupaten/kota memunculkan pertanyaan yuridis mengenai pihak yang secara 

hukum bertanggung jawab manakala terjadi kegagalan proses kredensial yang berujung pada 

kelalaian medis, apakah tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pimpinan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menetapkan kewenangan klinis final, ataukah turut melekat pada dinas kesehatan 

kabupaten/kota selaku penyelenggara proses kredensial. Kajian mengenai tanggung jawab hukum 

rumah sakit atas kelalaian medis pascaberlakunya UU 17/2023 menunjukkan bahwa regulasi baru 

memperluas tanggung jawab hukum fasilitas pelayanan kesehatan sebagai badan hukum mandiri yang 

memikul akuntabilitas atas pengawasan tenaga medis, standar mutu, dan manajemen risiko, 

membentuk sistem akuntabilitas berlapis yang memadukan tanggung jawab personal tenaga medis 

dengan tanggung jawab institusional. Prinsip ini secara mutatis mutandis relevan diterapkan pada 
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relasi hukum antara Puskesmas/klinik dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam konteks kredensial, 

meskipun Permenkes 13/2025 belum secara eksplisit mengatur pembagian tanggung jawab hukum di 

antara keduanya. 9,14 

   Ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan 

bahwa tenaga medis berhak atas perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar 

profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, etika kedokteran, dan kebutuhan kesehatan pasien. 

Perlindungan hukum ini secara langsung berkorelasi dengan keabsahan proses kredensial, karena 

kewenangan klinis yang diperoleh melalui kredensial menjadi salah satu tolok ukur pemenuhan 

standar profesi dimaksud. Dengan demikian, kegagalan atau cacat prosedural dalam proses kredensial 

berpotensi melemahkan basis perlindungan hukum tenaga medis itu sendiri. 1,16 

DISKUSI 

A. Kredensial sebagai Instrumen Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Klinis 

   Kajian bibliometrik terhadap 639 publikasi ilmiah bidang kredensial dan mutu kesehatan 

periode 2011-2021 mengonfirmasi bahwa tema dominan dalam literatur global adalah standardisasi 

tindakan medis dan program tim kredensial, sejalan dengan arah kebijakan Permenkes 13/2025 yang 

membentuk Tim Ad hoc Kredensial sebagai entitas formal penilai kompetensi. Kajian atas potensi 

risiko penjaminan mutu dan kredensial dokter turut mengingatkan bahwa proses kredensial yang tidak 

dirancang secara independen berpotensi menimbulkan bahaya bagi tenaga medis, sehingga 

diperlukan mekanisme staf medis independen dan tata kelola yang transparan sebagai solusi. Dalam 

konteks ini, desain Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota pada Pasal 178 Permenkes 

13/2025, yang mensyaratkan keterlibatan tenaga dengan disiplin ilmu serumpun dan tenaga dengan 

kompetensi beririsan, dapat dipandang sebagai upaya menjawab kebutuhan independensi penilaian 

tersebut, sekalipun secara kelembagaan tetap berada dalam struktur birokrasi pemerintah daerah yang 

berpotensi tidak sepenuhnya bebas dari pertimbangan nonprofesional. 20,21 

   Studi mengenai penerapan kredensial tenaga kesehatan profesional di rumah sakit 

menunjukkan bahwa faktor keberhasilan utama meliputi komitmen kepemimpinan yang kuat dan 

independensi komite medis dalam melakukan tinjauan sejawat (peer review). Prinsip independensi 

ini relevan diterapkan pula pada kredensial di Puskesmas dan klinik, mengingat Pasal 178 ayat (3) 
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Permenkes 13/2025 secara eksplisit mensyaratkan keterlibatan unsur profesi serumpun dalam Tim 

Ad hoc Kredensial, sebuah desain yang secara normatif berupaya meniru prinsip peer review 

meskipun dilakukan oleh otoritas eksternal fasilitas. 5,3 

B. Perbandingan dengan Model Kredensial Internasional 

   Studi tinjauan sistematis atas metode penilaian kualitas pelayanan kesehatan primer di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah menegaskan bahwa tidak terdapat satu metode yang secara 

jelas lebih unggul, dan setiap metode penilaian, termasuk kredensial, perlu disesuaikan dengan 

konteks kapasitas kelembagaan setempat. Pengalaman implementasi sertifikasi jaminan mutu 

nasional di fasilitas kesehatan publik India, sebagaimana dikaji melalui analisis pembelajaran (lessons 

learnt analysis), mengungkapkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan, kerja sama tim, pelatihan 

internal, dan dukungan administrator daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan sertifikasi, 

sementara keterbatasan tenaga kesehatan dasar dan pendanaan yang tidak tepat waktu menjadi 

hambatan utama. Kesejajaran temuan tersebut dengan konteks Indonesia menegaskan bahwa 

keberhasilan implementasi Pasal 178 Permenkes 13/2025 sangat bergantung pada kesiapan sumber 

daya dinas kesehatan kabupaten/kota, khususnya di wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan 

dan anggaran. 18,19 

   Sebagai perbandingan lanjutan, kajian atas medical staff bylaws di Amerika Serikat 

menunjukkan tren peningkatan proporsi dokter yang berstatus pegawai rumah sakit, yang justru 

memperkuat pentingnya bylaws staf medis sebagai instrumen menjaga otonomi klinis dokter dalam 

struktur tata kelola korporat. Fenomena ini relevan bagi Indonesia mengingat Pasal 217 Permenkes 

13/2025 juga mendorong prioritas hubungan kerja (bukan kemitraan) antara fasilitas pelayanan 

kesehatan dan tenaga medis, sehingga kredensial di masa mendatang berpotensi berinteraksi erat 

dengan status kepegawaian tenaga medis di Puskesmas dan klinik. 10,3 

C. Kesenjangan Norma dan Risiko Birokratisasi 

   Meskipun Permenkes 13/2025 memberikan kepastian kelembagaan mengenai penyelenggara 

kredensial di Puskesmas dan klinik, ditemukan sejumlah kesenjangan norma yang berpotensi 

menghambat efektivitas pelaksanaannya. Pertama, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai 

jangka waktu maksimal penyelesaian proses kredensial oleh Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan 
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kabupaten/kota, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penetapan kewenangan klinis yang 

pada akhirnya menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, belum terdapat 

mekanisme keberatan (upaya administratif) yang jelas bagi tenaga medis yang tidak menyetujui hasil 

rekomendasi Tim Ad hoc Kredensial. Ketiga, disparitas kapasitas kelembagaan dinas kesehatan 

antarkabupaten/kota berpotensi menimbulkan variasi kualitas dan kecepatan proses kredensial, 

bertentangan dengan semangat standardisasi nasional yang menjadi tujuan pembentukan Permenkes 

13/2025 itu sendiri. 3 

   Kajian mengenai etnografi kebijakan penjaminan mutu di layanan kesehatan primer pedesaan 

turut mengingatkan bahwa kebijakan penjaminan mutu yang terlalu bertumpu pada logika manajerial 

dan pengukuran administratif berisiko menimbulkan ketegangan antara pemenuhan kepatuhan 

institusional dan pemberian pelayanan klinis berkualitas tinggi, sehingga operasionalisasi kebijakan 

penjaminan mutu perlu memperhatikan kebutuhan riil klinisi di lapangan. Temuan ini relevan sebagai 

peringatan agar penyelenggaraan kredensial oleh dinas kesehatan kabupaten/kota tidak semata 

berorientasi pada kepatuhan administratif, melainkan tetap berorientasi pada tujuan substantif 

penjaminan mutu dan keselamatan pasien. 13 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa Permenkes 13/2025 memperkenalkan 

konstruksi hukum baru bagi kredensial tenaga medis pada Puskesmas dan klinik, dengan mengalihkan 

kewenangan penyelenggaraan kredensial dari fasilitas kesehatan tingkat pertama secara internal 

kepada Tim Ad hoc Kredensial dinas kesehatan kabupaten/kota. Pergeseran ini secara normatif 

berpotensi memperkuat objektivitas dan standardisasi nasional proses kredensial, sejalan dengan 

doktrin hospital corporate liability dan prinsip independensi penilaian kompetensi. Namun demikian, 

regulasi ini belum diikuti pengaturan teknis yang memadai mengenai jangka waktu penyelesaian 

kredensial, mekanisme keberatan administratif, dan penguatan kapasitas kelembagaan dinas 

kesehatan kabupaten/kota, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antardaerah 

dan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis di Puskesmas dan klinik. 

B. Saran 
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   Pertama, Kementerian Kesehatan perlu segera menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Pasal 

178 Permenkes 13/2025 yang secara eksplisit mengatur jangka waktu maksimal proses kredensial 

dan mekanisme keberatan administratif bagi tenaga medis. Kedua, pemerintah daerah perlu 

memprioritaskan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia asesor pada dinas 

kesehatan kabupaten/kota, khususnya di wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan. Ketiga, 

diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat yuridis empiris untuk mengevaluasi implementasi Pasal 

178 Permenkes 13/2025 pascamasa transisi enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 305, guna 

mengidentifikasi praktik baik dan hambatan riil di lapangan. 
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